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ABSTRACT

The criminal act of fraud in the civil servant (CPNS) selection process is a crime
regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (and Ariicle 492 of
the new Criminal Code) and involves perpetrators using deception to unlawfully
benefit themselves or others. The issues in this thesis are the factors that lead 10 the
criminal act of fraud in the ciil servant (CPNS) selection process, the criminal
liability of perpetrators of fraud in the civil servant (CPNS) recruitment process in
Batubara Regency, and the judge’s considerations in issuing verdicts in cases of
Jfraud in the civil servant (CPNS) selection process. The research conducted is a
‘normative research using library research methods to examine secondary data. The
type of research data i secondary data. Primary and secondary legal materials are
systematically arranged and analyzed qualitatively. The legal regulation of the
crime of fraud in the selection of Civil Servant Candidates (CPNS) is regulated in
Article 378 of the Criminal Code. The mode of fraud in the crime of accepting Civil
Servant Candidates (CPNS) in Batubara Regency is caused by the opportunity
given by the victim in the form of trust and the victim's intention which is carried
oul in the wrong way and there is a loophole for the perpetrator to help enter
someone into a civil servant through an insertion route. The criminal liability of the
perpetrator of the crime of selecting Civil Servant Candidates (CPNS) in Batubara
Regency based on the decision of the Panel of Judges, the defendant was sentenced
103 (five) months in prison because he was proven guilty of committing the crime
of fraud in Article 378 of the Criminal Code, different from the demands of the
Public Prosecutor, namely 2 (two) years and 6 (six) months in prison hecause he
was guilty of committing the crime of fraud in the selection of civil servant
candidates. The judge’s considerations in handing down the verdict agains! the
perpetrator of the criminal act of fraud in the Civil Servant Candidate (CPNS)
recruitment selection process in case No. 317/Pid.B2013/PNKis were in
accordance with the primary indictment from the Public Prosecutor and fulfilled
the elements of Article 378 of the Criminal Code. Furthermore, there was no

i nexeuse for the defendan’s actions, and he must be held accountable
‘h\' cordance with the verdict handed down by the Judge, which is
of'5 (five) months.

tal Act, Civil Servant Candidate (CPNS) Fraud
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) 

DI KABUPATEN BATUBARA
Tri Wirandi

(245114164)
Tindak pidana penipuan seleksi CPNS adalah tindak pidana yang diatur dalam  Pasal 378 KUHP (dan Pasal 492 KUHP baru) yang melibatkan pelaku yang menggunakan tipu daya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. pengaturan hukum tindak pidana penipuan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Pasal 378 KUHP. Modus penipuan dalam tindak pidana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara disebabkan karena kesempatan yang diberikan oleh korban berupa kepercayaan serta niat korban yang dilakukan denga cara yang salah dan ada celah pelaku untuk membantu memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur sisipan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378  KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan seleksai calon pegawai negeri sipil. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan perkara Nomor 317/Pid.B/2013/ PN.Kis telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsure Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.
 Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. 
Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. 

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan  merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.
Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidah digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Tingginya antusiasme warga masyarakat untuk dapat lolos diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bagi sebagian oknum tak bertanggung jawab dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan yakni dengan penawaran akan diloloskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Terkait fenomena tersebut, masyarakat agar tidak mempercayai hal tersebut. Semua itu adalah kebohongan, jangan sampai menjadi korban penipuan para pelaku tindak kejahatan dengan modus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut.

Memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya masih menjadi dambaan banyak warga masyarakat. Antusias inilah yang sering berbuah buruk karena dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dengan menawarkan profesi tersebut.

Janji manis para pelaku kejahatan ini biasanya dilakukan dengan modus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan meminta korbannya untuk menyetorkan sejumlah uang. Terhadap hal ini masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban dari penipuan tersebut. Warga masyarakat diminta agar tidak percaya jika ada orang yang mengaku bisa meloloskan seseorang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Masyarakat yang mendapati hal semacam ini agar segera melakukan pengecekan ke isntansi terkait atau pihak-pihak yang bersangkutan. Ini harus dilakukan agar tidak sampai menimbulkan korban dengan kerugian materi yang cukup banyak. Para pelaku penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dalam menjalankan modusnya, pelaku sangat pintar untuk menyakinkan calon korbannya. Biasanya, setelah terbangun komunikasi, pelaku akan mengajak korbannya ke kantor Sekretaris Daerah atau ke Badan Kepegawaian Daerah. Korban akan disuruh menunggu, dan pelaku masuk ke dalam perkantoran ini berpura-pura mau ketemu pejabat di instansi tersebut. Pelaku memang katanya cukup lihai dalam mengelabuhi calon korbannya, dan selalu berperan sebagai orang yang dekat dengan pejabat di instansi tersebut.

Modus selanjutnya, setelah masuk ke perkantoran, pelaku akan kembali menemui korban dan mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan pejabat yang dimaksud. Korban diyakinkan bahwa bisa diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan terus dimintai uang.

Jika tidak diteliti dan tidak berhati-hati, maka modus penipuan ini akan semakin banyak menelan korban. Hal yang harus diketahui adalah perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) itu dilakukan secara terbuka untuk semua warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. Hal ini merupakan program dari pemerintah pusat dengan alokasi yang sudah ditentukan untuk daerah. Sehingga jika ada yang mengaku bisa meloloskan dan merekrut seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), apalagi sewaktu-waktu merupakan tindak pidana penipuan.
Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Kabupaten Batubara”.

Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ?
Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana  penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) di Kabupaten Batubara? 
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)? 
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana  penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) di Kabupaten Batubara.
Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum  (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek  penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mempunyai persepsi yang sama memberantas tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana Penipuan
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 



Mahrus Ali menyebutkan  strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
 KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar feit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.
 

M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.
 Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (het strafbaar feit) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain :

Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;

Peristiwa pidana;

Perbuatan pidana;

Tindak pidana; 

Delik.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kata penipuan dari sudut bahasa Indonesia merupakan kata sifat dari kata dasar tipu yang mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. Tipu dalam Kamus Bahasa Indonesia  berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).
 

Penipuan dalam kamus hukum dikenal dengan istilah zwendelarij atau swindling dengan memberikan pengertian sebagai berikut perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Pengertian tindak pidana penipuan  secara yuridis dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan sesorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:
Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP. 

Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya). 

Seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:  “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” 

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.
Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. 

Andi Hamzah menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut: 

Bagian inti delik (delicts bestanddelen) penipuan ialah: 

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Secara melawan hukum.

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

Menggerakan orang lain.

Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang). 

PNS menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka  haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu ijazah, riwayat hidup dan lain sebagainya. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil harus melalui tahap seleksi atau tes untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil melalui tes inilah banyak terjadi penipuan-penipuan seperti harus membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu yang dijanjikan untuk dapat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Proses penerimaan CPNS selalu ditemukan beberapa proses kecurangan sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini dalam proses penerimaan CPNS baru. Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan dalam penerimaan CPNS haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Adapun bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah :

Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Unsur-unsur penipuan pokok dapat dirumuskan:

Unsur-unsur objektif:

Perbuatan: menggerakkan atau membujuk.

Yang digerakkan: orang

Perbuatan tersebut bertujuan agar:

Orang lain menyerahkan suatu benda.

Orang lain memberi hutang.

Orang lain menghapuskan piutang.

Menggerakkan tersebut dengan memakai:

Nama palsu.

Tipu muslihat.

Martabat palsu.

Rangkaian kebohongan.

Unsur-unsur subjektif:

Dengan maksud (met het oogmerk).

Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dengan melawan hukum.

Penipuan Ringan.

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP

Unsur-unsur khusus, yaitu:

Benda objek bukan ternak.

Nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (bedrog) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.
Penipuan dalam jual beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a KUHP dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386 KUHP.

Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a KUHP yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaanya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a KUHP yaitu:

Unsur-unsur objektif:

Perbuatan membeli.

Benda-benda yang dibeli.

Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Unsur-unsur Subjektif:

Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tidak membayar lunas harganya. Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak muthlak harus terdiri dari dari beberapa perbuatan.

Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi Pasal 383 adalah: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.

Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari Pasal 383 (2) yaitu melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau manfaat barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar Pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

Unsur-unsur objektif:

Perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.

Objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan

Benda-benda itu dipalsu.

Menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.

Unsur-unsur subjektif:

Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.

Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil 
Merujuk pada sejarah orde baru berbagai permasalahan pemerintahan banyak bermunculan, dimana kekuasaan tertinggi tidak berada pada tangan rakyat melainkan berada pada penguasa birokrasi yang mengakibatkan rakyat tidak dilibatkan dalam mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan. Penguasa orde baru juga menyalahgunakan kekuasaanya untuk mengatur dan menguasai birokrasi pemerintahan yang berkewajiban memihak pada penguasa. 

Birokrasi pemerintahan seharusnya memiliki unsur ideal sesuai yang dikemukakan oleh Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut :

Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. 

Pemerintahan dilaksanakan, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. 

Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan-paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Birokrasi pemerintahan sendiri bertumpu pada aparatur-aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep aparatur sipil negara tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK) 

Mencermatika hal tersebut perlu dibedakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, walaupun keduanya sama-sama termasuk pada Aparatur Sipil Negara namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Hak pegawai negeri sipil berbeda dengan hak Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja karena status kepegawaian yang berbeda pula.

Berbeda dengan pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki semua hak yang juga dimiliki oleh pegawai negeri sipil kecuali hak mendapatkan jaminan pesiun dan jaminan hari tua, dikarenakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur Sipil Negara yang sifatnya bukan pegawai tetap pemerintah.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa :

Pegawai Negeri baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur apatur  negara 

Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak : 

Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih. 

Adil dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun.

Merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak sama dengan lainnya. 

Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat.

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didsarakan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan larangan serta sanksi administrative yang juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.
 

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.
 Penulis akan menggambarkan tentang tindak pidana penipuan penerimaan CPNS.

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden dan data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, seminar, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, majalah brosur dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis Data
Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “Analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan  Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
Setiap orang pasti berkeinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara cukup, akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cukup, sehingga untuk memenuhi kekurangan kebutuhan hidup tersebut terkadang seseorang melakukan suatu kejahatan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya dengan melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan cara melawan hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  adalah:

Faktor ketidak pastian rekrutmen 

Maraknya aksi penipuan dengan korban warga yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dinilai karena ketidakpastian rekrutmen CPNS sehingga rekrutmen CPNS dimanfaatkan oleh mafia yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
Faktor lemahnya kredibilitas birokrasi

Lemahnya kredibilitas birokrasi sehingga tetap tumbuh subur praktik penipuan terhadap warga yang ingin menjadi PNS. Banyaknya penipuan yang menjanjikan untuk membantu warga supaya bisa diterima menjadi PNS ini menjadi tantangan birokrasi yang harus melakukan penerimaan CPNS secara transparan.
Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penipuan dengan modus memasukan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebutuhan hidup sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan kejahatan penipuan dengan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya kejahatan penipuan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Faktor sosial budaya 
Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di Indonesia secara umum seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

Faktor kecemburuan sosial

Dengan digiatkannya pembangunan, maka uang yang beredar dalam masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Banyak orang menjadi kaya dan mengembangkan gaya hidup modern yang bermanifestasikan dalam rumah-rumah mewah, mobil mewah dan cara-cara rekreasi yang meniru gaya barat (disko, bar dan club malam), pembangunan shopping center yang bagaikan ajang pamer kemewahan yang gemerlapan.

Adanya pembangunan yang demikian di samping mempunyai dampak positif yang menunjukkan kemajuan dan perkembangan tetapi dapat juga menggoyahkan iman mereka yang tidak kuat menghayati norma-norma kebaikan. Di lain pihak segolongan masyarakat kecil yang hidup harus bergulat dengan kemiskinan tidak mampu menahan dirinya untuk bertahan atas derasnya arus kehidupan. Hal ini mengakibatkan mereka melakukan suatu perbuatan kejahatan penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi timbulnya tindak pidana, khususnya tindak pidana  penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di samping itu faktor intern (yang berasal dari dalam diri) seseorang  juga mempengaruhi seseorang  melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun faktor tersebut adalah:

Rendahnya penghayatan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manuisia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan  setiap kejahatan.

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh seseorang  juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan si pelaku, sebab jika iman seseorang itu kuat, sebesar apapun godaan dan dorongan  untuk melakukan kejahatan akan dapat di atasi. Hukum dunia tidak mampu menjangkau tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh seseorang, namun berkat keyakinannya terhadap ajaran agama dan mengingat hukum Tuhan, seseorang tidak akan berani melakukannya.

Rendahnya Mental Dan Daya Emosional.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang.

Keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Selain itu keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seoarang dewasa dalam bertindak dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya unutk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan dengan berbagai modus. KUHP beserta penjelasannya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan modus operandi. Masalah modus operandi ini sebenarnya sangat penting dalam hal mengusut atau menumpas kejahatan, karena kejahatan itu tidak hanya ditumpas hanya dengan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga ditumpas dari sudut diri pelaku kejahatan.
Modus operandi adalah teknik,  atau cara-caranya beroperasi atau jalannya perbuatan-perbuatan kejahatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa modus operandi itu adalah merupakan teknik atau cara ataupun metode-metode yang dipergunakan oleh pelaku (subjek) tindak pidana itu. Jelaslah bahwa modus operandi ini titik beratnya terletak pada diri pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan.

Kronologis tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berawal ketika terdakwa Maslinda Wansari, SKM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi antara bulan Nopember tahun 2010 hingga bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember tahun 2010 hingga bulan Juni tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Asrama Polsek Indrapura Kab. Batubara , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal dari adanya tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kab. Batubara tahun 2010, dimana anak saksi Sehat Ginting yang bernama Rudi Ginting mengikuti tes penerimaan CPNS tersebut akan tetapi dari hasil test tersebut anak saksi Sehat Ginting yang bernama Rudi Ginting tersebut dinyatakan tidak lulus, lalu sekira bulan Nopember 2010 terdakwa menghubungi saksi Sri Mahdani selaku keluarga saksi Sehat Ginting melalui handphone dan terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa ada penyisipan CPNS yang pengangkatannya langsung dari Jakarta dan terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Mahdani bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi Sehat Ginting yang bernama Rudi Ginting menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batubara tanpa mengikuti seleksi atau melalui jalur sisipan dengan biaya sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah), bahwa atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi Sri Mahdni merasa yakin dimana terdakwa adalah atasan saksi Sri Mahdani di Kantor BPPA dan KB Pemkab Batu Bara sehingga kemudian hal tersebut disampaikan saksi Sri Mahdani kepada saksi Sehat Ginting, dan atas informasi tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih sekitar bulan Nopember 2010 saksi Sehat Ginting datang kerumah saksi Sri Mahdani di Cinta Dame Dusun IV Desa Cinta Dame Kec. Air Putih Kab. Batubara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk disampaikan kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi Sri Mahdani menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Asrama Polsek Indrapura Kec. Indrapura Kab. Batubara dan diterima langsung oleh terdakwa.
Modus kejahatan atau tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Maslinda Wansari, SKM, tentunya mempunyai suatu alasan sehingga si pelaku melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan apa yang menjadi alasan dan penyebab dari seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) inilah yang dipelajari oleh ilmu kriminologi.

Berdasarkan kronologis diketahui modus operandi tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Maslinda Wansari, SKM dilakukan dengan cara mengatakan bahwa ada penyisipan CPNS yang pengangkatannya langsung dari Jakarta dan terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Mahdani bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi Sehat Ginting yang bernama Rudi Ginting menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batubara tanpa mengikuti seleksi atau melalui jalur sisipan dengan biaya sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Secara umum penelitian dan studi kriminologi adalah mempunyai ruang lingkup yang terdiri atas tiga bagian pokok yaitu, mempelajari sebab-sebab kejahatan, perbaikan narapidana dan pencegahan kejahatan, dimana ketiga bidang ini telah cukup lama mendapat perhatian besar di bidang teori dan riset yang terus berkembang dalam sejarah perhatian manusia terhadap kejahatan dan berbagai aspek yang berhubungan dengan itu.

Menurut hukum pidana suatu kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman.
 Untuk terwujudnya suatu kejahatan, suatu tindakan haruslah diklasifikasikan oleh hukum sebagai suatu hal yang merugikan Negara dan tidak hanya kerugian perseorangan atau ketidakadilan. 

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan mrupakan warisan biologis.
 Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia.

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tidak kejahatan dari permukaan bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.
 Perbuatan jahat bersumber dari alam, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan jahat atau tingkah laku tersebut sangat relatif.

Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan oleh masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kejahatan pencurian misalnya pencurian.
Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran, manusia tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara
Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.
 Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. 

Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. 
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Tindak penganiayaan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana

Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana  tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukanya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya. Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), isi Pasal tersebut menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder shculd). 

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak penganiayaan anak dalam keluarga, Moeljatno berpendapat bahwa: 

Terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

Melakukan perbuatan pidana;

Mampu bertanggung jawab;

Dengan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa).
Tidak danya alasan pemaaf.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan.

Menurut sistem ini, jika tabib (psychiater) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane) atau tak sehat pikirannya (unsound mind), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan). 

Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan.

Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara harus mempertanggungjawabkan atas peerbuatanya. Pelaku penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan. Penjatuhan pidana yang lebih ringan ini juga didasarkan karena terdakwa memulangkan sebagian uang korban penipuan tersebut.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan  Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kronologi Kasus
Maslinda Wansari, SKM (terdakwa) menawarkan kepada saksi Sri Mahdani bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi Sehat Ginting yang bernama Rudi Ginting menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batubara tanpa mengikuti seleksi atau melalui jalur sisipan dengan biaya sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah), bahwa atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi Sri Mahdni merasa yakin dimana terdakwa adalah atasan saksi Sri Mahdani di Kantor BPPA dan KB Pemkab Batu Bara sehingga kemudian hal tersebut disampaikan saksi Sri Mahdani kepada saksi Sehat Ginting, dan atas informasi tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih sekitar bulan Nopember 2010 saksi Sehat Ginting datang kerumah saksi Sri Mahdani di Cinta Dame Dusun IV Desa Cinta Dame Kec. Air Putih Kab. Batubara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk disampaikan kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi Sri Mahdani menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Asrama Polsek Indrapura Kec. Indrapura Kab. Batubara dan diterima langsung oleh terdakwa.

Terdakwa mengelabui saksi Sehat Ginting bahwa Rudi Ginting sudah diangkat sebagai CPNS, terdakwa menyerahkan kepada saksi Sri Mahdani berupa foto copy 1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEM-HUB-0154708201-BKN-VIII-2011, yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Kanwil Sumatera Utara tertanggal 01 Januari 2011 dan 1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065/UP.3/12/2010 yang memutuskan bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi CPNS di Kementrian Perhubungan Kantor Wilayah Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 tertanggal 30 Desember 2010, lalu saksi Sri Mahdani menyerahkan foto copy SK tersebut kepada saksi Sehat Ginting, sekira tiga bulan kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Sri Mahdani berupa SK Pengangkatan Asli 1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEM-HUB-0154708201-BKN-VIII-2011 yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi Calon  egawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Kanwil Sumatera Utara tertanggal 01 Januari 2011 dan 1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065/UP.3/12/ 2010 yang memutuskan bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi CPNS di Kementrian Perhubungan Kantor Wilayah Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 tertanggal 30 Desember 2010, kemudian saksi Sri Mahdani menyerahkan asli SK Pengangkatan tersebut kepada saksi Sehat Ginting, namun setelah ditunggu beberapa lama Rudi Ginting tidak ada mendapat panggilan dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan ternyata 2 (Dua) lembar surat tersebut dinyatakan Palsu oleh pihak Badan Kepegawaian Negara. 

Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Sehat Ginting senilai Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sehat Ginting dengan cara akan mentransfer ke rekening saksi Sehat Ginting, namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sehat Ginting menderita kerugian yang ditaksir Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan kronologis kasus di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. 

Dakwaan subsidair yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Perkara tindak pidana penipuan dengan nomor register perkara : Putusan Nomor 317/Pid.B/2013/ PN.Kisaran yang dilakukan oleh terdakwa Maslinda Wansari, SKM oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 September 2013 dengan No. Reg.Perkara: PDM- 92 /KISAR/ Ep.1/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa Maslinda Wansari, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu. 

 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maslinda Wansari, SKM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Fakta-Fakta Hukum.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta bulan Oktober tahun 2010 saksi Rudi Ginting mengikuti ujian Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara, dan selama mengikuti ujian, saksi Rudi Ginting tinggal di rumah orangtua saksi Sri Mahdani. Sebelumnya yaitu pada bulan September 2010, saksi Sri Mahdani memberitahukan tentang adanya keluarga saksi Sri Mahdani yang mengikuti ujian Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara kepada Terdakwa dan terdakwa menyatakan kesanggupannya membantu keluarga saksi Sri Mahdani untuk lulus dalam mengikuti ujian Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara.

Saksi Rudi Ginting adalah keponakan saksi Benteng Tarigan yang mana saksi Benteng Tarigan merupakan suami Sri Mahdani. Saksi Sri Mahdani adalah rekan kerja terdakwa di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPPA dan KB) Kabupaten Batubara, yang mana terdakwa adalah kepala Kantor BPPA dan saksi Sri Mahdani menjabat sebagai Bendahara. Pada saat pengumuman hasil ujian Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara ternyata saksi Rudi Ginting tidak lulus.

Ketidaklulusan saksi Rudi Ginting tersebut, saksi Sri Mahdani kembali menceritakannya kepada terdakwa. Bulan November 2010 terdakwa menghubungi saksi Sri Mahdani bahwa ada Penyisipan CPNS yang mana pengangkatan langsung dari Jakarta dan dana yang diperlukan sementara adalah Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), dan terdakwa mengatakan bahwa ia nya bisa memasukkan Rudi Ginting dalam Penyisipan CPNS tersebut lalu atas informasi terdakwa tersebut, saksi Sri Mahdani segera menghubungi saksi Sehat Ginting.

Bulan November 2010 saksi Sehat Ginting menyerahkan uang kepada saksi Sri Mahdani di rumah saksi Sri Mahdani sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai biaya awal untuk pengurusan saksi Rudi Ginting dalam penyisipan PNS. Keesokan harinya saksi Sri Mahdani bersama saksi Benteng Tarigan segera mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa ke rumah terdakwa di Asrama Polsek Indrapura Kec. Air Putih Kab. Batubara, terdakwa menerima langsung uang tersebut didalam rumah tepatnya di ruang tamu sedangkan saksi Benteng Tarigan dan saksi Abdul Rahim Siregar duduk di teras rumah.

Bulan Februari 2011 atas permintaan terdakwa saksi Sri Mahdani kembali memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza milik terdakwa ketika parkir di Balai Desa Kec. Indrapura Kab. Batubara, bersamaan dengan itu terdakwa menyerahakan Surat Asli berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: SK-KEM-HUB-01547082011-BKNVIII-2011, yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Kanwil Sumatera Utara tertanggal 01 Januari 2011 dan sebuah Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065/UP.3/12/2010 yang memutuskan bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi CPNS di Kementrian Perhubungan Kantor Wilayah Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 tertanggal 30 Desember 2010; (terdakwa membantah meminta dan menerima uang tersebut dan membantah pula memberikan Surat-surat tersebut kepada saksi Sri Mahdani).

Tanggal 01 Juni 2011 saksi SRI MAHDANI mengirim uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer langsung ke rekening milik terdakwa di KCP Bank Mandiri Kec. Indrapura Kab. Batu Bara no. rekening 107-00-0421463-3 an. Pemilik Maslinda Wansari. Oleh karena terdakwa menghubungi saksi Sri Mahdani dan mengatakan “Surat Keterangan Pengangkatan CPNS atas nama Rudi Ginting sudah keluar dan saya akan berangkat ke Jakarta untuk mengambil surat tersebut”; (terdakwa membantah uang dikirim tersebut adalah untuk Pengurusan Penyisipan CPNS atas nama Rudi Ginting, menurut terdakwa uang tersebut adalah uang kantor BPPA dan KB yang gunanya untuk keperluan Perjalanan Dinas dan Pribadi terdakwa).

Bulan Desember 2011 saksi Sehat Ginting menceritakan kejadian tentang Penyisipan CPNS atas nama Rudi Ginting kepada saksi Mariana Girsang dan saksi  Abu Bakar Hasibuan. Bulan Januari 2012 saksi Mariana Girsang dan saksi Abu Bakar Hasibuan membawa Surat Asli berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: SK-KEM-HUB-01547082011-BKNVIII- 2011, ke kantor Departemen Perhubungan di Jakarta, serta menanyakan keaslian surat tersebut dan pihak Departemen Perhubungan di Jakarta menyatakan bahwa surat tersebut bukan Produk Departemen Perhubungan.

Bulan Januari 2012 saksi Mariana Girsang dan saksi Abu Bakar Hasibuan membawa satu lembar asli Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065/UP.3/12/2010 ke kantor Badan Kepegawaian Negara di Jakarta serta menanyakan keaslian surat tersebut yang mana instansi tersebut menyatakan bahwa surat tersebut bukan Produk Badan Kepegawaian Negara,dan pada surat tersebut di stempel tulisan bukan produk badan kepegawaian negara.

Setelah mengetahui surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: SK-KEM-HUB-01547082011-BKN-VIII-2011 dan Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065 / UP.3 / 12 / 2010 adalah tidak dikeluarkan oleh intansi yang berwenang maka saksi Mariana Girsang menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan perihal kepalsuan surat tersebut, namun terdakwa meminta supaya saksi Mariana Girsang menunggu lagi kabar dari terdakwa bahwa Rudi Ginting akan masuk kerja menjadi CPNS; (bahwa dalam persidangan terdakwa membantah jika pernah berkomunikasi dengan saksi Mariana Girsang, namun sebelumnya Majelis Hakim meminta terdakwa memberikan nomor handphone yang digunakan terdakwa dan setelah disesuaikan dengan nomor handphone terdakwa yang dihubungi oleh saksi Mariana Girsang baik berbicara langsung maupun SMS dari terdakwa kepada Mariana Girsang dan sebaliknya ternyata nomor handphone tersebut adalah sama).

Tanggal 13 Desember 2012 saksi Sehat Ginting, saksi Sri Mahdani, saksi Mariana Girsang, saksi Abu Bakar Hasibuan menemui terdakwa beserta sopirnya yaitu saksi Zulfirman Ishar di Rumah Makan Tina kota Lima Puluh Kab. Batubara; (bahwa terdakwa membantah adanya pertemuan di rumah makan Tina, namun saksi Sehat Ginting, saksi Sri Mahdani, saksi Mariana Girsang, saksi Abu Bakar Hasibuan termasuk saksi Zulfirman Ishar yang merupakan sopir terdakwa membenarkan adanya pertemuan di rumah makan Tina).  Pertemuan di rumah makan Tina saksi Sehat Ginting meminta kepada terdakwa supaya uangnya dikembalikan, dan terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang tersebut serta meminta nomor rekening saksi Sehat Ginting, namun terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke depan Persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP. Bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa.

Menurut Majelis Hakim dakwaan yang dinilai paling tepat adalah dakwaan kesatu melanggar 378 KUHP, yang unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa.

Unsur barang siapa yaitu selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana sedangkan masalah penjatuhan hukuman senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di depan persidangan, dimana setelah identitasnya ditanya dan mengaku bernama Maslinda Wansari, SKM, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya error in persona. Selanjutnya selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Dengan maksud hendak menguntungkan diri.

Pengertian perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” yang berarti bahwa Opzet (sengaja) didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
Menguntungkan yang dimaksud adalah setiap perbaikan nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku untuk diri sendiri atau orang lain. “Melawan hak” artinya sama dengan melawan hokum yaitu bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, suatu keuntungan bersifat tak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan keterangan saksi Sehat Ginting, saksi Rudi Ginting, saksi Sri Mahdani, saksi Benteng Tarigan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Mahdani bahwa pada bulan November 2010 terdakwa menghubungi saksi Sri Mahdani bahwa ada Penyisipan CPNS yang mana pengangkatan langsung dari Jakarta dan dana yang diperlukan sementara adalah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), dan terdakwa mengatakan bahwa ia nya bisa memasukkan Rudi Ginting dalam Penyisipan CPNS tersebut lalu atas informasi terdakwa tersebut aksi Sri Mahdani segera menghubungi saksi Sehat Ginting.

Berdasarkan keterangan saksi Sehat Ginting ianya dihubungi oleh saksi Sri Mahdani dan mengatakan “Rudi Ginting bisa masuk dalam Penyisipan PNS yang diurus oleh atasan saksi Sri Mahdani di kantor BPPA dan KB Kab. Batubara yang bernama Maslinda Wansari” sehingga saksi Sehat Ginting percaya dan dalam bulan November 2010 saksi Sehat Ginting menyerahkan uang kepada saksi Sri Mahdani di rumah saksi Sri Mahdani sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai biaya awal untuk pengurusan saksi Rudi Ginting dalam penyisipan PNS.

Berdasarkan keterangan saksi Sri Mahdani dan saksi Sehat Ginting pada bulan Februari 2011 atas permintaan terdakwa saksi Sri Mahdani kembali memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza milik terdakwa ketika parkir di Balai Desa Kec. Indrapura Kab. Batubara, bersamaan dengan itu terdakwa menyerahakan Surat Asli berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: SK-KEMHUB- 01547082011-BKN-VIII-2011, yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Kanwil Sumatera Utara tertanggal 01 Januari 2011 dan sebuah Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065 / UP.3 / 12 /2010 yang memutuskan bahwa Rudi Ginting diangkat menjadi CPNS di Kementrian Kantor Wilayah Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 tertanggal 30 Desember 2010.

Tanggal 01 Juni 2011 saksi Sri Mahdani mengirim uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer langsung ke rekening milik terdakwa di KCP Bank Mandiri Kec. Indrapura Kab. Batu Bara no. rekening 107-00-0421463-3 an. Pemilik Maslinda Wansari. Oleh karena terdakwa menghubungi saksi Sri Mahdani dan mengatakan “Surat Keterangan Pengangkatan CPNS atas nama Rudi Ginting sudah keluar dan saya akan berangkat ke Jakarta untuk mengambil surat tersebut”;

Terakait transfer uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer langsung ke rekening milik terdakwa di KCP Bank Mandiri Kec. Indrapura Kab. Batu Bara no. rekening 107-00-0421463-3 an. Pemilik Maslinda Wansari, telah didengar keterangan saksi Jan Freddy Fransisco Turnip selaku Customer Service Bank Mandiri Kisaran dihubungkan dengan Bukti Pengiriman tertanggal 01-07-2011 (sebagaimana terlampir) dan Bukti Prin out Rekening Koran atas nama Maslinda Wansari (terlampir) telah tampak adanya transaksi Pengiriman uang dari saksi Sri Mahdani kepada terdakwa Maslinda Wansari sebesar sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Majelis hakim juga menilai jika terdakwa telah menggerakkan saksi Sri Mahdani untuk menyampaikan dan meyakinkan saksi Sehat Ginting terkait adanya penyisipan CPNS yang ditentukan langsung dari Jakarta dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Terkait bantahan terdakwa yang mengatakan tidak ada saksi Sri Mahdani dan saksi Benteng Tarigan mengantarkan uang ke rumah terdakwa sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan juga bantahan terdakwa yang mengatakan jika uang yang dikirim via Rekening Mandiri bukan untuk Pengurusan Penyisipan CPNS atas nama Rudi Ginting, melainkan adalah uang kantor BPPA dan KB yang gunanya untuk keperluan Perjalanan Dinas dan Pribadi terdakwa, namun bantahan terdakwa tersebut tidak didasari oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, bahkan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Mangintas Manik yang merupakan bendehara Pemegang Uang Muka (PUM) yang menyatakan bahwa seorang bendehara PUM hanya dapat mencairka dana PUM bersama kepala Kantor dalam rangka kegiatan lapangan seperti pelayanan, sosialisasi, dll sedangkan Kepala Badan PPA dan KB tidak bisa menggunakan dana PUM oleh karena dan PUM adalah berupa bantuan dari APBN /Propinsi yang diperuntukan untuk kegiatan Pusat/Propinsi di daerah, sehingga bantahan terdakwa dinilai berdiri sendiri tanpa dilandasi oleh alat bukti yang sah oleh karenanya patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut telah tampak bagi Majelis hakim jika terdakwa telah bermaksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menawarkan Penyisipan CPNS kepada saksi Sri Mahdani yang diketahuinya sebelumnya bahwa saudara Sri Mahdani yang bernama Rudi Ginting yang merupakan anak dari saksi Sehat Ginting gagal dalam mengikuti ujian jalur umum Penerimaan CPNS di Pemkab Batubara yang mana perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-dua ini telah terbukti dan terpenuhi.

Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Unsur memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun serangkaian kata-kata bohong merupakan unsur yang bersifat alternatif antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dipandang terbukti secara keseluruhan.

Nama palsu itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari sipelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, “sifat palsu“ didalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “berada didalam keadaan tertentu“ dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, yang dimaksud dengan “tipu muslihat“ itu adalah terjemahan perkataan “listige kunstgrepen“ yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat, dan arti dari “susunan kata-kata bohong“ didalam pasal ini adalah terjemahan perkataan “semenweefsel van verdichtsels“ sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari “perkataan“ yang tidak sesuai dengan kebenaran.

Berdasarkan keterangan saksi Sri Mahdani yang mengatakan bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Mahdani bahwa ada Penyisipan CPNS yang mana pengangkatan langsung dari Jakarta dan dana yang diperlukan sementara adalah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), dan terdakwa mengatakan bahwa ia nya bisa memasukkan Rudi Ginting dalam Penyisipan CPNS tersebut lalu atas informasi terdakwa tersebut saksi Sri Mahdani segera menghubungi saksi Sehat Ginting.

Berdasarkan keterangan saksi Sehat Ginting ianya dihubungi oleh saksi Sri Mahdani dan mengatakan “Rudi Ginting bisa masuk dalam Penyisipan CPNS yang mana pengangkatan langsung dari Jakarta dan dana yang diperlukan sementara adalah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diurus oleh atasan saksi Sri Mahdani di kantor BPPA dan KB Kab. Batubara yang bernama Maslinda Wansari.

Bulan November 2010 saksi Sehat Ginting menyerahkan uang kepada saksi Sri Mahdani di rumah saksi Sri Mahdani sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai biaya awal untuk pengurusan saksi Rudi Ginting dalam penyisipan PNS. Keesokan harinya saksi Sri Mahdani bersama saksi Benteng Tarigan segera mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa ke rumah terdakwa di Asrama Polsek Indrapura Kec. Air Putih Kab. Batubara, terdakwa menerima langsung uang tersebut didalam rumah tepatnya di ruang tamu sedangkan saksi Sri Mahdani dan saksi Abdul Rahim Siregar duduk di teras rumah, bahwa terkait keterangan saksi Sri Mahdani dan saksi Benteng Tarigan, terdakwa membantah dan mengatakan tidak pernah menerima uang sebanyak sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun terdakwa dan saksi Abdul Rahim Siregar membenarkan jika saksi Sri Mahdani dan saksi Benteng Tarigan ada datang ke rumah terdakwa di Asrama Polsek Indrapura Kec. Air Putih Kab. Batubara.

Berdasarkan keterangan saksi Sri Mahdani dan saksi Sehat Ginting pada bulan Februari 2011 atas permintaan terdakwa saksi Sri Mahdani kembali memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Avanza milik terdakwa ketika parkir di Balai Desa Kec. Indrapura Kab. Batubara, bersamaan dengan itu terdakwa menyerahakan Surat Asli berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: SK-KEMHUB- 01547082011-BKN-VIII-2011, dan sebuah Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 065 / UP.3 / 12 / 2010.

Berdasarkan uraian tersebut telah tampak bagi Majelis hakim jika terdakwa telah menggunakan nama Bu Linda (Medan) sebagai koordinator pengusulan nama-nama CPNS, serta rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat dengan mengatakan dapat mengurus Rudi Ginting menjadi CPNS sehingga saksi Sehat Ginting tergerak untuk menyerahkan uang hingga sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) melalui saksi SRI MAHDANI. Berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini telah terbukti dan terpenuhi.

Amar Putusan.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor : 317/Pid.B/2013/ PN.Kisaran ini adalah sebagagai berikut :

Menyatakan terdakwa Maslinda Wansari, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan  Seleksi  Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) 

Berdasarkan Hukum Acara.

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (378 KUHP) hal tersebut bahwa pada Pasal 378 KUHP telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap teradkwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.
Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 KUHP
Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Hukum Pidana Materiil.
Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa. 

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 

Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong. 

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. 

Dihubungkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Maslinda Wansari, SKM sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri,  maka unsur “dengan maskud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapusakan piutang”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keteranga saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapusakan piutang” telah terbukti secara sah dann meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP sehingga wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terhadap terdakwa (Maslinda Wansari, SKM), menurut analisis penulis, sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP.

Aspek Keadilan Putusan Hakim
Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. 

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan non yuridis. 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
 Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penipuan, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Khusus dalam tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan bahwa :

Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sehat Ginting

Perbuatan terdakwa tidak mendukung terwujudnya penerimaan CPNS yang bersih dan transparan;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa adalah seorang ibu yang dibutuhkan peran dan tanggungjawabnya mendidik anak-anaknya serta mempunyai tanggungan keluarga 

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh terdawka, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu: 

Asas Kepastian Hukum. 

Asas Keadilan 

Asas Manfaat.

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri dalam memytus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas.

Selain menggunakan asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus ini.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor  Nomor 317/Pid.B/2003/ PN.Kis, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas,  tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memeprtanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.
Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan. Penjatuhan pidana yang lebih ringan ini juga didasarkan karena terdakwa memulangkan sebagian uang korban penipuan tersebut.

Tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh terdakwa dengan cara memalsukan surat pengangkatan korban sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam pembahasan ini tidak dibahas tentang tindak pidana pemalsuan surat pengangkatan calon PNS menjadi PNS sebab yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut. 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Pasal 378 KUHP. Modus penipuan dalam tindak pidana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara disebabkan karena kesempatan yang diberikan oleh korban berupa kepercayaan serta niat korban yang dilakukan denga cara yang salah dan ada celah pelaku untuk membantu memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur sisipan.
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378  KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan seleksai calon pegawai negeri sipil. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan perkara Nomor 317/Pid.B/2013/ PN.Kis telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsure Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Saran

Agar penerapan saksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan penerimaan CPNS.
Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.
Agar segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku tindak pidana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jera. 
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